PERATURA]I
NOM

74
lor Q/W?
OVINSI BA

N WALI KOTA TANGERANG
OR 90 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan kebutuhan

masyarakat atas peraturan perundang-undangan di daerah,

maka diperlukan produk hukum daerah yang sesuai metode

dan standar pembentukan peraturan perundang-undangan;

bahwa agar pembentukan produk hukum daerah sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka perlu menyusun

pedoman pemb
. bahwa berdas:
dalam huruf
Peraturan Wal
Daerah;
Mengingat 1. Undang-Undaz
Kotamadya D
Republik Ind
Lembaran Ne
2. Undang-Undd

Pembentukan

lonesia Tahun 1993 Nomor

\ng

entukan produk hukum daerah;
arkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
a dan huruf b, maka perlu menetapkan

Kota tentang Pembentukan Produk Hukum

ng Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan

acrah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara

18, Tambahan

vara Republik Indonesia Nomor 3518);

Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Perundang-undangan (Lembaran Negara




Menetapkan : PERATURAN 'V
PRODUK HUKUN

Dalam Peraturan
1.
2.

. Undang-Und:

. Peraturan M

Republik In

Lembaran Ne

Pemerintahar
Tahun 2014
Republik Ind
beberapa ka
Tahun 2015
Nomor 23
(Lembaran N
58, Tambaha
5679);

Peraturan K
Peraturan Pc¢
2011 tent
(Lembaran N

199);

tentang Pemlk

Negara Reput

KI

Daerah adalg
Pemerintah
penyelenggar
pelaksanaan

kewenangan

donesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

gara Republik Indonesia Nomor 5234);

ang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
1 Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
onesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
li terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
TFahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
egara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

residen Nomor 87 Tahun 2014 tentang
laksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
Pembentukan

ang Perundang-undangan

cgara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

enteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
rentukan Produk Hukum Daerah (Berita Berita

vlik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

VALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN
1 DAERAH.

BAB I
CTENTUAN UMUM
Pasal 1

Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
h Kota Tangerang.

Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur

a Pecmerintahan Daerah yang memimpin

urusan  pemerintahan  yang — menjadi

dacrah otonom Dewan Perwakilan Rakyat




o g koW

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Daerah, yang sclanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga

perwakilan rnakyat daerah Kota Tangerang sebagai unsur

penyelenggar

Gubernur ad

a pemerintahan daerah.

alah Gubernur Provinsi Banten.

Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.

Sekretaris Da

erah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan

DPRD dalam
menjadi kewe
Perangkat D

yang mengus

Pimpinan P¢rangkat

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
nangan daerah.

acrah pemrakarsa adalah Perangkat Daerah
ulkan pembentukan Produk Hukum Daearh.

Daerah adalah Pejabat Eselon II

dan/atau Ese¢lon III di lingkungan pemerintah daerah.

Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kota Tangera

ng.

Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan

peraturan p

crundang-undangan daerah yang mencakup

tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan,
pengesahan atau  penetapan, pengundangan, dan
penyebarluasan.

Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk

peraturan meliputi peraturan daerah, peraturan Wali Kota,

peraturan bersama Wali Kota dan berbentuk keputusan

meliputi Keputusan Wali Kota.

Pcraturan Dacrah yang sclanjutnya disebut Perda adalah

peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD

dengan perse
Peraturan Wg
Peraturan We
Peraturan H
disingkat PB
dua atau lebi
Keputusan W
yang bersifat
Program Pen
disecbut Pro
program per
sccara terend

dengan Kepu

tujuan bersama Wali Kota.

1li Kota yang selanjutnya disebut Perwal adalah
111 Kota Tangerang.

3ersama  Kepala Daerah yang selanjutnya
KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh
h Bupati/Wali Kota.

ali Kota adalah penetapan Wali Kota Tangerang
konkrit, individual, dan final.

1ibentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya
pemperda adalah instrumen perencanaan
nbentukan Peraturan Daerah yang disusun
ana, terpadu, dan sistematis yang ditetapkan

tusan DPRD.




17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya

disebut Bape
bersifat tetap

mperda adalah alat kelengkapan DPRD yang
dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat A

PBD adalah rencana keuangan tahunan

pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama

oleh pemerin

tah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

Naskah Aka
pengkajian h

demik adalah naskah hasil penelitian atau

ukum dan hasil penelitian lainnya terhadap

suatu masalgh tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan

secara ilmiah

Rancangan P

mengenai pengaturan masalah tersebut dalam

craturan Daerah Kota Tangerang sebagai solusi

terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak

langsung ydng dilakukan pemerintah daerah kepada

pemerintah

daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat

terhadap rancangan produk hukum daerah.

Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah

dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau

Berita Daerah.

Autentifikasi
aslinya.

Fasilitasi

adalah salinan produk hukum daerah sesuai

adalah tindakan pembinaan berupa pemberian

pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis,

supervisi, as

Istensi dan kerja sama serta monitoring dan

evaluasi yang dilakukan oleh gubernur kepada pemerintah

daerah terha
daerah berb
menghindari
Evaluasi ad
rancangan P
Kota untuk

umum, dan
lebih tinggi.

Bertentangan
yang menyek
masyarakat,

terganggunya

dap materi muatan rancangan produk hukum
entuk peraturan sebelum ditetapkan guna
dilakukannya pembatalan.

alah pengkajian dan penilaian terhadap
rraturan Daerah dan rancangan Peraturan Wali
mengetahui bertentangan dengan kepentingan

atau peraturan perundang-undangan yang

dengan kepentingan umum adalah kebijakan
rabkan terganggunya kerukunan antar warga
terganggunya akses terhadap pelayanan publik,
dan  ketertiban

] ketentraman umum,




26.

27.

28.

29,

(1) Maksud disus

(2) Tujuan disusu

Ruang lingkup d:

g o B

Q.

pedoman bagi

Hukum di Dag¢

a. sesual asas

b. membentuk

terganggunya
kesejahteraar
suku, agama
gender.
Pelaksana ha
rutin dari pej
diangkat des
bupati/walik

kegiatan

ekonomi untuk meningkatkan

1 masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap

dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan

rian adalah pejabat yang melaksanakan tugas
abat definitif yang berhalangan sementara yang
ngan keputusan gubernur atau keputusan

bta dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.

Pelaksana tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas

rutin dari p
diangkat de
bupati/walik
Penjabat adal
bupati/walik
pada daerah
definitif.

Hari adalah h

dayaguna d

Perda;
Perwal,

PB KDH;dan
Keputusan W

ari kerja.

Pasal 2

rah.

an hasilguna.

Pasal 3

qli Kota.

cjabat definitif yang berhalangan tetap yang
ngan keputusan gubernur atau keputusan
bta dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

ah pejabat sementara untuk jabatan gubernur,
bta yang melaksanakan tugas pemerintahan

tertentu sampai dengan pelantikan pejabat

unnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai

Perangkat Daerah dalam membentuk Produk
innya Peraturan Wali Kota ini agar :

sesuai prosedur, sesuai materi muatan; dan

produk hukum daerah yang memiliki

ari Peraturan Walikota ini meliputi penyusunan



PROLD

(1) Produk huku

a. pengatural

b. penetapan.

(2) Produk hu
scbagaimana
a. Perda;
b. Perwal; da
c. PB KDH.
(3) Produk hul
sebagaimana

Keputusan W

PENYUSUNAN PROD

Persiaj

(1) Penyusunan
ayat (2) huruf
(2) Penyusunan
dilakukan seb
a. Perangkat
ditembusk
mengusulk
1) perintah
lebih tin
2) kebutuh
yang har
b. Bagian hu
rancangan

Kota.

BAB II
)UK HUKUM DAERAH
Pasal 4

m daerah berbentuk:

n; dan

kum daerah yang bersifat pengaturan

dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

n

<um daerah yang berbentuk penetapan
dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk

ali Kota.

BAB III

UK HUKUM BERSIFAT PENGATURAN
Bagian Kesatu

pan Penyusunan Perda

Pasal 5

Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
a dilakukan berdasarkan Propemperda.
Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
agai berikut :

Dacrah mengirim surat kepada Wali Kota
an  Kepala Bagian Hukum dalam rangka
an rancangan Perda yang merupakan:

amanat peraturan perundang-undangan yang
oo1; dan
an dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
us ditindaklanjuti dengan pembentukan Perda.
kum menghimpun dan membuat daftar usulan

Perda sebagai usulan Propemperda dari Wali




c. Wali Kota

Daerah pe

memerintahkan kepada pimpinan Perangkat

mrakarsa untuk menyusun Rancangan Perda

berdasarkgn Propemperda.

(1) Kepala Peran

Pasal 6

cgkat Daerah pemrakarsa menyusun Rancangan

Perda disertai Naskah Akademik.

(2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diajukan kep
(3) Dikecualikan

sebagaimana

ada Bagian Hukum.
dalam penyusunan Naskah Akademik

dimaksud pada ayat (1) terhadap rancangan

Perda mengenai:

a. APBD;

b. pencabutgan Perda; atau

beberapa

. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah

materi, disertai dengan penjelasan atau

keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi

muatan yang diatur.

Pasal 7

(1) Naskah Akademik mempunyai sistematika sebagai berikut:

a.Judul,

b. Kata pengantar;

c. Daftar isi terdiri darti:

1.

2.

3.

2.

6.

BAB 1
BAB II
BAB I1I

undang

BAB V
lingkup

d. Daftar pust

e. Lampiran r

BAB IV |:

BAB VI |:

: Pendahuluan

: Kajian teoritis dan praktik empiris

: Evaluasi dan analis peraturan perundang-
an terkait

Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.

: Jangkauan, arah pengaturan dan ruang
materi muatan Perda

Penutup

aka;

ancangan Perda.




(1) Rancangan
dikoordinasik
pengharmonis

(2) Dalam rang
pemantapan }
yang ditetapk

(3) Pengharmonis
sebagaimana
pejabat  fun

undangan.

(1) Rancangan P
harus menda
Hukum dan p

(2) Pimpinan Pez
mengajukan
koordinasi set

Kota melalui §

(1) Sekretaris Dé
penyempurna
dibubuhi parg

(2) Perubahan ¢
sebagaimana
pimpinan Per:

(3) Hasil  penye
dimaksud ps
Daerah setel
Bagian Hukur

(4) Sckretaris

sebagaimana

Pasal 8

Perda berasal dari Wali Kota

yang

an oleh Bagian Hukum untuk

sasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

ka dan

pengharmonisasian, pembulatan,
consepsi, Bagian Hukum dapat membentuk tim
an melalui Keputusan Wali Kota

asian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi

dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan
gsional perancang peraturan perundang-
Pasal 9

crda yang telah dibahas di tingkat eksekutif
patkan paraf koordinasi dari Kepala Bagian
impinan Perangkat Daerah terkait.

rangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk
Rancangan Perda yang telah mendapat paraf
bagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali

Sekretaris Daerah.

Pasal 10

wecrah dapat melakukan perubahan dan/atau

an terhadap rancangan Perda yang telah

f koordinasi.

lan/atau penyempurnaan rancangan Perda
dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada
angkat Daerah pemrakarsa.

mpurnaan rancangan Perda sebagaimana
ida ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris
ah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala
m serta pimpinan Perangkat Daerah terkait.
Dacrah Perda

menyampaikan  rancangan

dimaksud pada ayat (3) kepada Wali Kota.




(5) Setiap rancar
akhir yang

dipaparkan kg

Wali Kota mer
dimaksud dalan

dilakukan pemba

(1) Rancangan P
dibahas oleh
persetujuan b

(2) Pembahasan
dilakukan m

pembicaraan {

Pembicaraan ting
ayat (2) meliputi:
a. dalam hal Ran

dengan:

1. penjelasan

Rancangan
2. pemandang
dan
3. tanggapan
pemandang

b.dalam hal rai
dengan:
1. penjelasan
pimpinan

dalam rapa

1gan Perda yang sudah merupakan konsep

akan disampaikan kepada DPRD harus

pada Wali Kota.

Pasal 11
wyampaikan rancangan Perda sebagaimana
1 Pasal 10 kepada pimpinan DPRD untuk

thasan.

Bagian Kedua
cmbahasan Perda

Pasal 12

erda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

DPRD dan Wali Kota untuk mendapatkan

ersama.
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
elalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu

lingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 13

skat | sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

cangan Perda berasal dari Wali Kota dilakukan

Wali Kota dalam rapat paripurna mengenai
Perda;

an umum fraksi terhadap Rancangan Perda;
dan/atau jawaban Wali Kota terhadap
an umum fraksi.

ncangan Perda berasal dari DPRD dilakukan

pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi,
Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus

L paripurna mengenai rancangan Perda;




2. pendapat Wali Kota terhadap rancangan Perda; dan

3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat

Wali Kota.

c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau

panitia khusu

s yang dilakukan bersama dengan Wali Kota

atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 14

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

ayat (2) meliputi:

a. pengambilan

keputusan dalam rapat paripurna yang

didahului dengan:

1. penyampaig
gabungan
pendapat
dimaksud d

2. permintaan
pimpinan reg

b. pendapat akhii

(1) Dalam hal pe
14 huruf a ar
untuk mufal
terbanyak.

(2) Dalam hal ré

bersama ants

Vol laporan pimpinan komisi/ pimpinan
komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi
raksi dan hasil pembahasan sebagaimana
alam Pasal 13 huruf ¢; dan

persetujuan dari anggota secara lisan oleh
\pat paripurna.

r Wali Kota.
Pasal 15
rsctujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1gka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah

cat, keputusan diambil berdasarkan suara

ancangan Perda tidak mendapat persetujuan

ara DPRD dan Wali Kota, rancangan Perda

tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD

masa itu.

Pasal 16

(1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas

bersama oleh

DPRD dan Wali Kota.

(2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)

oleh Wali Kota, disampaikan dengan surat Wali

Kota disertai alasan penarikan.




(3) Penarikan ker
pada ayat (1
pimpinan DPRK

(1) Rancangan P
kembali berd:
Kota.

(2) Penarikan ket
pada ayat (1)
DPRD yang di

(3) Rancangan Pg¢

lagi pada mas

(1) Rancangan P

dan Wali Kota

Kota untuk di

(2) Penyampaian

ayat (1) dilak

(tujuh) hari te

(1) Wali Kota

dimaksud da

tangan paling

Perda disetuju
(2) Dalam hal Ws
sebagaimana
tersebut sah
Lembaran Da
(3) Rancangan H
dinyatakan s
Perda ini diny|
(4) Kalimat peng
pada ayat (3

1

mbali rancangan Perda sebagaimana dimaksud

)

D dengan disertai alasan penarikan.

oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan

Pasal 17

'rda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik

asarkan persetujuan bersama DPRD dan Wali

mbali rancangan Perda sebagaimana dimaksud
hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna
hadiri oleh Wali Kota.

'rda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan

a sidang yang sama.

Pasal 18

erda yang telah disetujui bersama oleh DPRD
disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Wali
tetapkan menjadi Perda.

rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada
cukan dalam jangka waktu paling lambat 7

rhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 19

menetapkan rancangan Perda sebagaimana

lam Pasal 18 dengan membubuhkan tanda
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan
11 bersama oleh DPRD dan Wali Kota.

i Kota tidak menandatangani rancangan Perda
dimaksud pada ayat (1), rancangan Perda
menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam
erah.

erda sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ah dengan kalimat pengesahannya berbunyi:
atakan sah.

ecsahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud

) harus dibubuhkan pada halaman terakhir




(5)

(1)

(1)

Perda sebely
Lembaran Da
Perda yang be
Panjang Dae
Jangka Men
pertanggungjs
pajak daerah
dalam Lemba
dan/atau Gu

perundang-un

Penyusuna

Penyusunan
dimaksud da
sebagai beriky
Perangkat L
ditembuskan
mengusulkan
merupakan:
1) perintah
lebih ting
2) kebutuh
yang har
dan/atai
. Bagian hul
rancangan

Perwal dan

Pimpinan

Perangkat

m pengundangan naskah Perda ke dalam
erah.

rkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka
rah, Rencana Pembangunan Pembangunan
engah Daerah, APBD, perubahan APBD,
wwaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah,
, dan retribusi daerah sebelum diundangkan
ran Daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah

Ibernur sesuai dengan ketentuan peraturan

idangan.

Bagian Ketiga

n Perwal dan/atau PB KDH
Pasal 20

Perwal dan/atau PB KDH sebagaimana

am Pasal 4 huruf b dan huruf c dilakukan

it

surat Kota

Daecrah mengirim kepada Wali

Kepala Bagian Hukum dalam rangka

| rancangan Perwal dan/atau PB KDH yang

amanat peraturan perundang-undangan yang
bol; dan/atau

an dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
us ditindaklanjuti dengan pembentukan Perwal
1 PB KDH.

kum menghimpun dan membuat daftar usulan
Perwal dan/atau PB KDH sebagai usulan

/atau PB KDH.

Pasal 21

Daerah  pemrakarsa menyusun

rancangan Perwal dan/atau PB KDH sebagaimana dimaksud

dalam Pasal

I\

0.

Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

pembahasan

sinkronisasi

oleh bagian hukum untuk harmonisasi dan

dengan Perangkat Daerah terkait.




(3)

(2)

(2)

Dalam rangka pengharmonisasian dan sinkronisasi Bagian

Hukum dapat membentuk tim yang ditetapkan melalui

Keputusan Wali Kota.

Rancangan H
dibahas haru
Hukum dan j
Pimpinan Pg
mengajukan
yang telah
dimaksud pa

Daerah.

Sekretaris D
penyempurng
Rancangan

sebagaimanal
Perubahan

sebagaimanal
pimpinan Per
Hasil penyer
pada ayat (2)
dilakukan p
pimpinan Per

Sekretaris D

dimaksud pada

Pasal 22

erwal dan/atau rancangan PB KDH yang telah

s mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian

pimpinan Perangkat Daerah terkait.

rangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk
Rancangan Perwal dan Rancangan PB KDH
mendapat koordinasi

paraf sebagaimana

da ayat (1) kepada Wali Kota melalui Sekretaris

Pasal 23

acrah dapat melakukan perubahan dan/atau

1an  terhadap rancangan Perwal dan/atau

PB KDH yang telah diparaf koordinasi
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

dan/atau penyempurnaan rancangan
dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada
angkat Daerah pemrakarsa.
npurnaan rancangan sebagaimana dimaksud
disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah
araf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan
angkat Daerah terkait.
acrah menyampaikan rancangan sebagaimana
(3) kepada Wali

ayat Kota untuk

ditandatangani.




PENYUSUNAN PROII

Penyusunan prag
sebagaimana dit

Keputusan Wali }

(3)

(4)

Pimpinan Perangkat

BAB IV
DUK HUKUM BERSIFAT PENETAPAN
Pasal 24

duk hukum daerah yang bersifat penetapan
maksud dalam Pasal 5 huruf b berbentuk

Kota.
Pasal 25
Daerah

menyusun Rancangan

Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal

24 sesuai dengan tugas dan fungsi.

Rancangan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud

pada ayat (1

dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi oleh

Bagian Hukum.

Rancangan |
pada ayat (1
mendapat pa
Sekretaris D
Kota kepada

PENGE
PENGUNDA

Penandatang
pengaturan
huruf a dilak
Dalam hal W

berhalangan

Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud
) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah
raf koordinasi Kepala Bagian Hukum.

acrah mengajukan rancangan Keputusan Wali

Wali Kota untuk mendapat penetapan.

BAB V

CSAHAN, PENOMORAN,

NGAN, DAN AUTENTIFIKASI
Pasal 26

an produk hukum daerah yang bersifat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
ukan oleh Wali Kota.

/ali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
atau berhalangan

sementara tetap

penandatangan dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana

harian atau penjabat Wali Kota.




(1) Penandatang

dibuat dalam

Pasal 27

anan produk hukum daerah berbentuk Perda

rangkap 4 (empat).

(2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) oleh:
a. DPRD
b. Sekretaris Daerah;
c. Bagian Hukum berupa minute; dan
d. Perangkat Daerah pemrakarsa.
Pasal 28
(1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat
pengaturan berbentuk Perwal dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
(2) Pendokumentasian naskah asli Perwal sebagaimana

dimaksud pa
a. Sekretaris [
b. Bagian Huk
c. Perangkat [

(1) Penandatang
pengaturan |1
(empat).

(2) Dalam hal pg
2 (dua) daes
kebutuhan.

(3) Pendokumen

dimaksud pa

a. Sekretaris

b. Bagian Hu

c. Perangkat

da ayat (1) oleh:

dacrah;

um berupa minute; dan

)acrah pemrakarsa.

Pasal 29

anan produk hukum daerah yang bersifat

berbentuk PB KDH dibuat dalam rangkap 4

nandatanganan PB KDH melibatkan lebih dari
rah, PB KDH dibuat dalam rangkap sesuai
tasian naskah asli PB KDH sebagaimana
da ayat (1) atau ayat (2) oleh:

Daerah masing-masing daerah;

1kum berupa minute; dan

Daerah pemrakarsa.




Pasal 30

(1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat

(1)

penetapan se

bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

huruf b dilakukan oleh Wali Kota.

Penandatanganan produk hukum daerah

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada:
a. Wakil Wali Kota;

b. Sekretaris Daerah; dan/atau

c. Kepala Perangkat Daerah.

Penandatanganan

Pasal 31

produk hukum daerah berbentuk

Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

dibuat dalam
Pendokument

scbagaimana

rangkap 3 (tiga).

asian naskah asli Keputusan Wali Kota

dimaksud pada ayat (1) oleh:

a. Sekretaris Daerah;

b. Bagian Hukum berupa minute; dan

c. Perangkat Dacrah pemrakarsa.

Penomoran p
PB KDH dan
Hukum.
Penomoran p
pada ayat (1)
bulat.
Penomoran p
pada ayat (1)
kode klasifika

Pasal 32

roduk hukum daerah terhadap Perda, Perwal,

Keputusan Wali Kota dilakukan oleh Bagian

roduk hukum daerah sebagaimana dimaksud

yang bersifat pengaturan menggunakan nomor

roduk hukum daerah sebagaimana dimaksud
yang bersifat penetapan menggunakan nomor

S1.

Pasal 33

Perda yang t¢lah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran

daerah.




(2)

(3)

(2)

(1) Sekretaris Dal

(2) Dalam hal Sg¢

Lembaran da
merupakan peg
Pengundangatr
merupakan
sehingga mem

Perda yang te

pemberitahuan

erah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
nerbitan resmi pemerintah daerah.

1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

secara formal suatu Perda,
punyai daya ikat pada masyarakat.

lah diundangkan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan/atau Gubernur

untuk dilakukan klarifikasi

sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Tambahan lem

Pasal 34

baran daerah memuat penjelasan Perda.

Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.

Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.

Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)

lembaran daer

Perwal dan/ats
dalam berita d
Perwal dan P}
berlaku

diund

mulai
tanggal

peraturan peru

PB KDH.
ayat (1) ber}
pengundanga
DPRD dilakuk

sckretaris daa

merupakan kelengkapan dan penjelasan dari

ah.

Pasal 35

au PB KDH yang telah ditetapkan diundangkan
aerah.

3 KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan mempunyai kekuatan mengikat pada
lain di dalam

langkan kecuali ditentukan

indang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 36

erah mengundangkan Perda, Perwal dan/atau

kretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada
1alangan sementara atau berhalangan tetap
n perda, perkada, PB KDH dan peraturan
an oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian

rah.




Perda, Perwal ¢
disosialisasikan

Hukum.

(1) Produk Huku
penomoran se
(2) Autentifikasi s
oleh Bagian H

dan Keputusa

Penggandaan da
lingkungan Pemg

dengan Perangka

EVALUAS

(1) Wali Kota met
paling lama 3
tentang:
a. RPJPD;
b. RPJMD:;
c. APBD, peru

APBD:;
d. pajak daera
e. retribusi da
f. tata ruang

g. rencana pel

Pasal 37

lan/atau PB KDH yang telah diundangkan

melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Pasal 38

m Daerah yang telah ditandatangani dan diberi
lanjutnya dilakukan autentifikasi.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
[ukum untuk Perda, Perwal dan/atau PB KDH
n Wali Kota.

Pasal 39

n pendistribusian produk hukum daerah di
rrintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum

t Dacrah pemrakarsa.

BAB VI
I DAN FASILITASI PERDA
Bagian Kesatu
Evaluasi Perda
Pasal 40
nyampaikan rancangan perda kepada Gubernur

(tiga) hari sebelum ditetapkan, yang mengatur

bahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan

h;
erah;
daerah;

mbangunan industri kabupaten/kota; dan




(2)

h. pembentuk
perubahan

(2) Wali Kota m
tentang penja

(tiga) hari seb

(1) Gubernur mg
sebagaimana
paling lamba
diterimanya rs

(2) Wali Kota
dimaksud pa
scjak diterima

(3) Apabila Wali
scbagaimana
menjadi  Per

membatalkan

Peraturan Gu

Rancangan Perd:
dilakukan Fasili
pusat.
Rancangan Per
disampaikan kg
Fasilitasi.
Pengajuan surat
pada ayat (2) dils

persetujuan bers

an, penghapusan, penggabungan, dan/atau
status kelurahan.

enyampaikan rancangan peraturan Wali Kota
baran APBD kepada Gubernur paling lama 3

clum ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 41

'nyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda
dimaksud dalam Pasal 40 kepada Wali Kota
t 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak
ancangan dimaksud.
nenindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana
da ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
nya hasil evaluasi.

Kota tidak menindaklanjuti hasil evaluasi
dimaksud pada ayat (2) dan tetap menetapkan
da Wali

Perda dan/atau Peraturan Wali Kota dengan

atau peraturan Kota, gubernur

bernur.

Bagian Kedua
Fasilitasi Perda

Pasal 42

1 selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
tasi oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah

da (1)

surat permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat

pada Gubernur melalui

permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud
1iksanakan sebelum rancangan Perda mendapat

ama antara Walikota dengan DPRD.




(1)

Pasal 43

Fasilitasi yang dilakukan gubernur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari setelah
diterima rancangan Perda.
Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Gubernur tidak memberikan Fasilitasi, maka terhadap
rancangan Perda dilanjutkan tahapan persetujuan bersama
antara Walikota dan DPRD.
Bagian Ketiga
Nomor Register
Pasal 44

Wali Kota wajib menyampaikan rancangan Perda kepada

Gubernur paling
dalam rapat pat

Perda.

(1) Gubernur mg
kepada Wali }
Perda diterima

(2) Pemberian nc

Hukum Sekre

(1) Rancangan pe

lama 7 (tujuh) hari setelah disetujui bersama

ipurna untuk mendapatkan nomor register

Pasal 45

smberikan nomor register rancangan Perda
ota paling lama 2 (dua) hari sejak rancangan
1.

mor register dilaksanakan oleh Kepala Biro

tariat Daerah Provinsi Banten.

Pasal 46

rda disampaikan dengan cara:

a. secara langsung disertai dengan softcopy raperda;

b. pengiriman
raperda; da

c. pengiriman

dikembalikan

pengundangan.

melalui pos surat disertai dengan softcopy

n/atau

melalui pesan elektronik/email.

Rancangan Perda yang telah diberikan nomor register

kepada Wali Kota untuk dilakukan




p

(1) Penyebarluass
Daerah sejal
rancangan P
pengundangat

(2) Penyebarluasg

dilakukan wun

memperoleh

kepentingan.

Penyebarluasan 1

dilaksanakan oleh

(1) Penyebarluass
bersama oleh
(2) Penyebarluass
diundangkan

Pemerintah Dz

Naskah produk
merupakan salin
diundangkan da

daerah, atau berit

BAB VII
ENYEBARLUASAN
Pasal 47

an  dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah

k penyusunan Propemperda, penyusunan
erda, pembahasan rancangan Perda, hingga
1 Perda.

an  scbagaimana dimaksud pada ayat

(1)

1ituk dapat memberikan informasi dan/atau

masukan masyarakat dan para pemangku

Pasal 48

ancangan Perda yang berasal dari Wali Kota

Sekretaris Daerah.

Pasal 49

in Perda yang telah diundangkan dilakukan
DPRD dan Pemerintah Daerah.

dan/atau PB KDH yang telah
dilakukan oleh

in  Perwal
dan/atau diautentifikasi

herah.

Pasal 50

hukum daerah yang disebarluaskan harus
an naskah yang telah diautentifikasi dan

lam lembaran daerah, tambahan lembaran

a daerah.




PART

BAB VIII

[SIPASI MASYARAKAT

Pasal 51

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan
dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perwal
dan/atau PB KDH.

(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana

dimaksud pad
a. rapat denga
b. kunjungan
c. sosialisasi;
d. seminar, lo}
(3) Masyarakat se
orang perseord
kepentingan
dan/atau PB K
(4) Untuk  memu
masukan sec

dimaksud pad
dan/atau PB §

a ayat (1) dapat dilakukan melalui:

ir pendapat umum,;

kerja;

dan/atau

<akarya, dan/atau diskusi.

bagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

ingan atau kelompok orang yang mempunyai

atas substansi Rancangan Perda, Perwal
DH.

idahkan  masyarakat dalam memberikan
ara lisan dan/atau tertulis sebagaimana

a ayat (1), setiap Rancangan Perda, Perwal

{DH harus dapat diakses dengan mudah oleh

masyarakat.
BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 52
(1) Penulisan  produk  hukum  daerah  diketik dengan
menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan ukuran

huruf 12 (dua 1
(2) Penomoran Pr

Hukum.

Nama Daerah K

pertama di bawah

belas).

oduk Hukum Daerah dilakukan oleh Bagian

Pasal 53

ota Tangerang dicantumkan pada halaman

kop lambang negara terhadap Perda.




(1)

Setiap tahapa
KDH mengiky
undangan.
Selain pera
sebagaimana d

Perda, Perwal

Pasal 54

n pembentukan Perda, Perwal dan/atau PB
itsertakan perancang peraturan perundang-
ancang peraturan perundang-undangan
limaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan

dan/atau PB KDH dapat mengikutsertakan

peneliti dan tenmaga ahli.

Pasal 55

Pemerintah Daerah dapat melakukan studi komparasi dan

konsultasi materi muatan dan teknik penyusunan Perda,

Perwal dan/atau PB KDH, Keputusan Wali Kota sebelum

ditetapkan.
Studi

komparasi

(1)

sebagaimana dimaksud pada ayat

dilakukan di daerah lain.

Konsultasi seb

angaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

ke Kementerian Dalam Negeri, lembaga dan/atau kementerian

lainnya sesuai

tugas fungsi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali

Kota Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan

Peraturan Daerah

dan Peraturan Walikota di Lingkungan

Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun

2014 Nomor 53) di

cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang 1
Peraturan Wali K

Daerah Kota Tange

Diundangkan di Tangerang

pada tanggal 14 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TA

-

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGER

mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan

pta ini dengan penempatannya dalam Berita

rang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 14 November 2018

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R.WISMANSYAH

NGERANG,

RANG TAHUN 2018 NOMOR 90




